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BUPATI SUMEDANG

PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR … TAHUN  ….
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA GALUH PAKUAN KECAMATAN CIMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,
	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa, perlu melaksanakan penataan desa di wilayah Kabupaten Sumedang;
b. bahwa berdasarkan hasil kajian dan verifikasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Sumedang, Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung layak untuk ditetapkan untuk menjadi desa definitif karena telah memenuhi persyaratan batas usia desa induk, jumlah penduduk, akses transportasi antar wilayah, sosial budaya, potensi desa, batas wilayah, sarana dan prasarana, dan tersedianya dana operasional;

c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung;


	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 43);


	
	
	Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA GALUH PAKUAN KECAMATAN CIMANGGUNG.


	
	
	BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

5. Camat adalah Camat Cimanggung.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

14. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

15. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.



	
	
	BAB II

PEMBENTUKAN



	
	
	Pasal 2

	
	
	(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung dengan kode Desa …
(2) Desa Galuh Pakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung dengan kode Desa 32.11.14.2001.

	
	
	

	
	
	BAB III

	
	
	LUAS WILAYAH, JUMLAH KEPALA KELUARGA, DAN CAKUPAN WILAYAH 

	
	
	

	
	
	Pasal 3

	
	
	Desa Galuh Pakuan mempunyai luas wilayah 510,63 (lima ratus sepuluh koma enam puluh tiga) hektar.

	
	
	

	
	
	Pasal 4

	
	
	Jumlah kepala keluarga Desa Galuh Pakuan sebanyak 1.926 (seribu sembilan ratus dua puluh enam) kepala keluarga.

	
	
	

	
	
	Pasal 5

	
	
	Cakupan wilayah Desa Galuh Pakuan terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu:

a. Dusun Cibubuhan yang terdiri atas: 

1. Kampung Cibubuhan;

2. Kampung Lamping; dan 

3. Kampung Tegal Jambu;

b. Dusun Cibembem yang terdiri atas: 

1. Kampung Pasirlengis;

2. Kampung Nyalindung; dan 

3. Kampung Cibembem; 

c. Dusun Warunenggang yang terdiri atas: 

1. Kampung Legok Bitung;

2. Kampung Cipokbray; 

3. Kampung Warunenggang; dan 

4. Kampung Cilimus Jangkung.

	
	
	

	
	
	BAB IV

BATAS DESA

	
	
	

	
	
	Pasal 6

	
	
	(1) Batas Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:  

	
	
	
	a. Batas sebelah utara
	:
	berbatasan dengan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung dan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan; 

	
	
	
	b. Batas sebelah timur
	:
	berbatasan dengan Desa Sindulang, Desa Tegalmanggung dan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung;

	
	
	
	c. Batas sebelah selatan
	:
	berbatasan dengan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung; dan

	
	
	
	d. Batas sebelah barat
	:
	berbatasan dengan Desa Sindangpakuon dan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung.

	
	
	(2) Peta Batas Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	

	
	
	Pasal 7

	
	
	Batas wilayah administrasi Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung dengan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. dimulai dari titik simpul Batas Desa Galuh Pakuan, Desa Sindanggalih, dan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2005-14.2011-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan Kareumbi Barat pada koordinat 6° 56' 21.780" LS dan 107° 51' 31.611" BT; dan
b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Galuh Pakuan, dan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.13.2007-14.2001-14.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Kareumbi pada koordinat 6° 56' 0.835" LS dan 107° 52' 17.310" BT.

	
	
	

	
	
	Pasal 8

	
	
	Batas wilayah administrasi Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung dengan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Galuh Pakuan, dan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.13.2007-14.2001-14.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Kareumbi pada koordinat 6° 56' 0.835" LS dan 107° 52' 17.310" BT; dan

b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Galuh Pakuan, dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.13.2007-14.2001-14.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Kareumbi pada koordinat 6° 56' 4.074" LS dan 107° 52' 50.376" BT.

	
	
	

	
	
	Pasal 9

	
	
	Batas wilayah administrasi Desa Galuh Pakuan dengan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cinanggerang, Desa Galuh Pakuan, dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.13.2007-14.2001-14.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Kareumbi pada koordinat 6° 56' 4.074" LS dan 107° 52' 50.376" BT; dan

b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Galuh Pakuan, Desa Sindulang dan Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2003-14.2004-000 pada koordinat 6° 56' 14.246" LS dan 107° 52' 55.149" BT.

	
	
	

	
	
	Pasal 10

	
	
	Batas wilayah administrasi Desa Galuh Pakuan dengan Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. dimulai dari titik simpul Batas Desa Galuh Pakuan, Desa Sindulang dan Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2003-14.2004-000 dengan tanda batas Hutan Kareumbi pada koordinat 6° 56' 14.246" LS dan 107° 52' 55.149" BT; dan

b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Galuh Pakuan, Desa Tegalmanggung, dan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 008 dengan tanda Batas Hutan Kareumbi pada koordinat 6° 56' 15,715" LS dan 107° 52' 45,983" BT.

	
	
	

	
	
	Pasal 11

	
	
	Batas wilayah administrasi Desa Galuh Pakuan dengan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. dimulai dari titik simpul Batas Desa Galuh Pakuan, Desa Tegalmanggung, dan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 008 dengan tanda Batas Hutan Kareumbi pada koordinat 6° 56' 15,715" LS dan 107° 52' 45,983" BT;

b. dilanjutkan menyusuri garis tengah Sungai Dukuh-Curug Lalay-Pasir Cewol, kemudian ke arah barat daya sampai TK 007 yang terletak di tepi selatan Jalan Warunenggang pada koordinat 6° 57' 14,401" LS dan 107° 51' 1,670" BT;

c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi utara Jalan Warunenggang sampai pada TK 006 dengan tanda Batas tepi Jalan Warunenggang pada koordinat 6° 57' 19,332" LS dan 107° 50' 56,956" BT;

d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi barat Jalan Warunenggang, kemudian ke arah barat menyusuri Selokan Blok Legok Batu dan Selokan Perumahan Cimanggung Permai sampai pada TK 005 dengan tanda Batas Selokan Blok Pasir Panjang pada koordinat 6° 57' 28,801" LS dan 107° 50' 30,325" BT;

e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 004 dengan tanda Batas barat Perumahan Cimanggung Permai pada koordinat 6° 57' 31,353" LS dan 107° 50' 31,046" BT;

f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak Blok Pasir Panjang sampai pada TK 003 pada koordinat 6° 57' 38,434" LS dan 107° 50' 32,053" BT;

g. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran dan dan jalan setapak Perumahan Cimanggung Residence sampai pada TK 002 dengan tanda batas saluran Irigasi Cireungas-Cibubuhan pada koordinat 6° 57' 42,932" LS dan 107° 50' 33,559" BT;
h. dilanjutkan kearah barat daya menyusuri garis tengah saluran Irigasi Cireungas-Cibubuhan kemudian ke arah selatan menyusuri jalan setapak Cibubuhan Nusa sampai pada TK001 dengan tanda batas Jalan Parakanmuncang-Sindulang pada koordinat 6° 57' 58,452" LS dan 107° 50' 8,205" BT; dan

i. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak Blok Lebakgede sampai pada titik simpul batas Desa Galuh Pakuan, Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung dan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada TK 32.04-32.11.14.2001-000 pada koordinat 6° 57' 59,249" LS dan 107° 50' 4,941" BT.

	
	
	

	
	
	Pasal 12

	
	
	Batas wilayah administrasi Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
a. dimulai dari titik simpul Batas Desa Galuh Pakuan, Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung dan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada TK 32.04-32.11.14.2001-000 pada koordinat 6° 57' 59,249" LS
dan 107° 50' 4,941" BT; dan

b. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti batas Daerah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Galuh Pakuan, Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung dan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, yang terletak pada TK 32.04-32.11.14.2001-14.2002-000 dengan tanda batas garis tengah Sungai Citarik pada koordinat 6° 57' 52.393" LS dan 107° 49' 57.088" BT.

	
	
	

	
	
	Pasal 13

	
	
	Batas wilayah administrasi Desa Galuh Pakuan dengan Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. dimulai dari titik simpul Batas Desa Galuh Pakuan, Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung, dan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, yang terletak pada TK32.04-32.11.14.2001-14.2002-000 dengan tanda Batas garis tengah Sungai Citarik pada koordinat 6° 57' 52.393" LS dan 107° 49' 57.088" BT;

b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri garis tengah Saluran Anak Ciranjeng yang terletak pada TK32.11.14.2001-14.2002-001 dengan tanda Batas garis tengah Saluran Anak Ciranjeng pada koordinat 6° 57' 40.569" LS dan 107° 49' 54.832" BT; dan

c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri garis tengah Sungai Cikorobokan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Galuh Pakuan, Desa Sindangpakuon, dan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2002-14.2011-000 dengan tanda Batas garis tengah Sungai Cikorobokan pada koordinat 6° 57' 25.771" LS dan 107° 50' 6.013" BT.

	
	
	

	
	
	Pasal 14

	
	
	Batas wilayah administrasi Desa Galuh Pakuan dengan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. dimulai dari titik simpul Batas Desa Galuh Pakuan, Desa Sindangpakuon, dan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2002-14.2011-000 dengan tanda batas garis tengah Sungai Cikorobokan pada koordinat 6° 57' 25.771" LS; 107° 50' 6.013" BT;

b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri garis tengah Sungai Citokuray yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2011-001 dengan tanda Batas garis tengah Sungai Citokuray Blok Cipariuk pada koordinat 6° 50' 38.084" LS dan 107° 51' 10.074" BT; dan
c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Galuh Pakuan, Desa Sindanggalih, dan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2005-14.2011-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan Kareumbi Barat pada koordinat 6° 56' 21.780" LS dan 107° 51' 31.611" BT.

	
	
	

	
	
	BAB V

ASET DESA

	
	
	

	
	
	Pasal 15

	
	
	(1) Aset Desa Galuh Pakuan meliputi:
a. Carik Desa Ciburujul seluas 1,2 (satu koma dua) hektar yang berlokasi di Dusun Warunenggang;

b. Carik Desa Warunenggang seluas 1,1 (satu koma satu) hektar yang berlokasi di Dusun Warunenggang;

c. Carik Desa Sawah Ranca seluas 700 (tujuh ratus) m2 yang berlokasi di Dusun Cibubuhan;

d. Carik Desa Cinangka seluas 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) m2 yang berlokasi di Dusun Cinangka; dan

e. Carik Desa yang digunakan Sekolah Dasar Negeri Cimanggung IV seluas 1.200 (seribu dua ratus) m2 yang berlokasi di Dusun Cibembem.
(2) Kepala Desa Cimanggung melaksanakan penyerahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Desa Galuh Pakuan.
(3) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima.

	
	
	

	
	
	BAB VI

PUSAT PEMERINTAHAN

	
	
	

	
	
	Pasal 16

	
	
	Pusat pemerintahan Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung berkedudukan di Dusun Cibembem.

	
	
	

	
	
	BAB VII

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

	
	
	

	
	
	Pasal 17

	
	
	(1) Pemerintahan Desa Galuh Pakuan dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sebelum dilantiknya Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa Galuh Pakuan.
(3) Penjabat Kepala Desa Galuh Pakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Galuh Pakuan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
(5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

c. pengangkatan perangkat Desa;

d. fasilitasi pengisian anggota BPD; dan
e. pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa.

	
	
	(6) Perangkat Desa dan anggota BPD Cimanggung yang berdomisili di Desa Galuh Pakuan diangkat menjadi Perangkat Desa dan anggota BPD Galuh Pakuan.

(7) Pengaturan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan BPD Galuh Pakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	BAB VIII

PEMBIAYAAN

	
	
	

	
	
	Pasal 18

	
	
	Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Galuh Pakuan sebelum ditetapkan APBDesa dibebankan pada APBDesa Cimanggung dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

	
	
	

	
	
	BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

	
	
	

	
	
	Pasal 19

	
	
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

	
	
	

	
	
	Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal 
BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR


Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ……….. NOMOR …….
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA GALUH PAKUAN KECAMATAN CIMANGGUNG
I. UMUM 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa, perlu melaksanakan penataan desa di wilayah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil kajian dan verifikasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Sumedang, Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung layak untuk ditetapkan untuk menjadi desa definitif karena telah memenuhi persyaratan 
a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; 

b. jumlah penduduk, paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; 

c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; 

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; 

e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; 

f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 

g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; 

h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1


Cukup jelas.

Pasal 2


Cukup jelas.

Pasal 3


Cukup jelas.

Pasal 4


Cukup jelas.

Pasal 5


Cukup jelas.

Pasal 6


Cukup jelas.

Pasal 7


Cukup jelas.

Pasal 8


Cukup jelas.

Pasal 9


Cukup jelas.

Pasal 10


Cukup jelas.

Pasal 11


Cukup jelas.

Pasal 12


Cukup jelas.

Pasal 13


Cukup jelas.

Pasal 14


Cukup jelas.

Pasal 15


Cukup jelas.

Pasal 16


Cukup jelas.

Pasal 17


Cukup jelas.

Pasal 18


Cukup jelas.

Pasal 19


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR …

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR … TAHUN  ….

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA GALUH PAKUAN KECAMATAN CIMANGGUNG
PETA BATAS DESA GALUH PAKUAN KECAMATAN CIMANGGUNG

